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LATAR BELAKANG



Update Status

Jumlah Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sudah diterbitkan:

• Eselon II : 15 orang (BKD, BAPENDA, BAPPEDA, BPSDM, DISBUDPAR,

DISKOMINFO, DINDIK, DISPERINDAG, DISNAKERTRANS, RSUD

SOEDONO, SATPOL PP, ASISTEN PEM.&KESRA, RO-ADPIM, RO-HUKUM,

RO-ORG.,)

• Eselon III : 1 orang (DINKES)

• Eselon IV : 2 orang (DISKOMINFO, BAPENDA)

• Pejabat Fungsional : 1 orang (DISKOMINFO)

• Pejabat Pelaksana : 2 orang (DISKOMINFO)

Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang sudah terintegrasi dengan TTE:

• Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) https://tnde.jatimprov.go.id

• Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran elektronik (E-TBPKP)

https://tnde.jatimprov.go.id/


Update Status

Jumlah Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dalam proses penerbitan:

• Eselon II : 12 orang (ESDM, DINKES, DISKOP-UKM, DPM-PTSP, DISHUB,

DISPERSIP, DISNAK, RSUD SOEDONO, RO-PBJ, SETWAN)

• Eselon III : 1 orang (DISKOMINFO)

• Eselon IV : - orang

• Pejabat Fungsional : - orang

• Pejabat Pelaksana : 2 orang (DISKOMINFO, DISPR-KPCK)

Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang proses terintegrasi dengan TTE:

• Electronic Medical Record RSUD dr. Soetomo Surabaya & RSUD dr. Soedono Madiun



Mekanisme Pengajuan TTE

Verifikator Pemprov Jatim:

1. Aulia Bahar P. (0812-3280-253)

2. Ali Firman H. (0858-6007-7710)

3. R. Makaryo N. (0821-3188-8810)



Syarat Pengajuan TTE

1. Surat Rekomendasi Atasan

2. ---

3. ---



Syarat Pengajuan TTE

1. ---

2. Scan KTP

3. ----



Syarat Pengajuan TTE

1. ---

2. ---

3. SK PNS / Keterangan Bekerja



Issues

• Menggunakan alamat email selain email dinas. Cth: gmail, ymail, dll.

• Kurang pahamnya user akan alur proses penerbitan Sertifikat Elektronik

• Proses verifikasi data user dilakukan oleh orang lain

• Perubahan budaya kerja organisasi khususnya terkait naskah dinas



a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik; 

b. menyediakan data yang dibutuhkan BSrE - BSSN dalam rangka pemanfaatan Sertifikat 
Elektronik; 

c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan
asistensi BSrE - BSSN; 

d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik; 

e. memberikan laporan hasil security assessment Sistem Elektronik yang telah dilakukan atas
permintaan BSrE - BSSN; 

f. mengikuti saran dan rekomendasi BSrE - BSSN terkait prosedur pengamanan Sertifikat 
Elektronik; 

g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada BSrE - BSSN sesuai
format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;

h. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik BSrE – BSSN;

i. mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik
BSrE - BSSN;

j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat
Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat
Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN; dan

k. memberikan dukungan kepada BSrE - BSSN dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik. 

Kewajiban Pengguna Layanan TTE BSrE



Mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang 
menggunakan Sertifikat Elektronik BSrE - BSSN 



Mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan
Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)



Unsur-unsur SPBE
a. Rencana Induk SPBE Nasional;

b. Arsitektur SPBE;

c. Peta Rencana SPBE;

d. Rencana dan anggaran SPBE;

e. Proses Bisnis;

f. Data dan informasi;

g. Infrastruktur SPBE;

h. Aplikasi SPBE;

i. Keamanan SPBE; dan

j. Layanan SPBE.



APLIKASI UMUM SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 Pasal 37:

1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

2) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;

c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika.



Aplikasi Umum SPBE

Aplikasi SPBE

• Diutamakan
menggunakan
sumber kode
terbuka

• Berdasarkan
arsitektur SPBE

• Koordinasi dengan
Kementerian 
Kominfo untuk
standar teknis

Aplikasi
Umum

• Digunakan oleh 
setiap Instansi
Pusat dan 
Pemerintah
Daerah

• Aplikasi sejenis
harus memenuhi
standar proses 
bisnis dan fungsi
aplikasi umum

Aplikasi
Khusus

• Aplikasi hanya
dipakai oleh satu
Instansi Pusat / 
Pemda tertentu

• Memenuhi
standar teknis
pembangunan
aplikasi



INDEK SPBE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

2018
• 2,92

2019
• 3,1

2020
•3,4

2021
•2,83



Cara Penggunaan Aplikasi Panter
1. Membuat dokumen sesuai kebutuhan (input nomor dan tanggal surat)

2. Menambahkan footer “Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan

Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE – BSSN” (Wajib)

3. Memberikan QR Code (Opsional / tidak wajib)

4. Convert dokumen menjadi *.pdf→ Akses aplikasi panter untuk membubuhkan TTE



Output Aplikasi Panter



Layanan Support dari Diskominfo Jatim
1. Konsultasi teknis TTE

2. Fasilitasi penerbitan &integrasi TTE pada Sistem

Elektronik



Terima Kasih 


